PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

M enimbang

M engingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

bahwa wuntuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam proses pengurusan perijinan dan non perijinan perlu
adanya pengaturan yang terukur dan dibakukan pada standar
operasional prosedur dalam pelaksanannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun
2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Di Bidang Penanaman M odal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pem bentukan
Provinsi Banten (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
M odal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan M enteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan M enteriDalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Owperasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan M enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reform asi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman M odal Nomor
5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perijinan dan
Nonperijinan Penanaman M odal;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman M odal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 35);

Peraturan Derah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pem bentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor
7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2015



tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman M odal

(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN N ON PERIZINAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernurini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonom i seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom .

4. Gubernur adalah Gubernur Banten.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

6. Penanaman M odal adalah segalabentuk kegiatan penanaman modal,baik oleh penanam
modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia.

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman M odal yang
dikeluarkanoleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan
informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan

penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau

pelimpahanwewenang darilem baga atau instansiyang memiliki kewenangan perizinan

dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai

dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tem pat.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan

adm inistrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh

siapa dilakukan.

Pasal 2

SOP disusun dengan maksud, sebagai standarisasi pelayanan yang dibakukan bagi

pegawai dalam menyelenggarakan PTSP.

SOP disusun dengan tujuan untuk menyeragamkan prosedur pelayanan guna

mempercepat proses perizinan dan non perizinan.

BAB Il

RUANG LINGKUP SOP

Pasal 3

Ruang Lingkup SOP PTSP Provinsi Banten, meliputi:

a. SOP PTSP Bidang Penanaman M odal;

b. SOP PTSP Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

C. SOP PTSP Bidang Pariwisata;

d. SOP PTSP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

e. SOP PTSP Bidang Koperasi dan UK M ;

f. SOP PTSP Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

g. SOP PTSP Bidang Energi dan Sumber Daya M ineral;

h. SOP PTSP Bidang Kesehatan;

i SOP PTSP Bidang Pertanian;

j. SOP PTSP Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

k. SOP PTSP Bidang Sosial;

l. SOP PTSP Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

m. SOP PTSP Bidang Perhubungan;

n. SOP PTSP Bidang Kelautan dan Perikanan; dan

o. SOP PTSP Bidang Pemanfaatan Ruang.

w

Ruang lingkup OP PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lam piran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 51
Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman M odal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016
Nomor 51),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernurinimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini

dengan penem patannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 15 Januari 2018

GUBERNUR BANTEN,

ttd

W AHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuaidengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
ttd

AGUS MINTONO, SH.M .Si

Pembina Tk. |
NIP. 19680805 199803 1 010



